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Judul :   “ Analisis Asas Personalitas Keislaman Terhadap
Pembagian Harta warisan Keluarga yang berbeda
agama”.
Skripsi ini adalah studi tentang Pembagian harta warisan
terhadap keluarga beda agama. Pokok permasalahan adalah
bagaimana Hukum islam memandang pembagian harta warisan
terhadap keluarga beda agama. Masalah ini dilihat dengan
pendekataan Kepustakaan (Library research) dan dibahas dengan
metode kualitatif dan dengan content anailsis (analisis isi).
Bagi masyarakat, pembelajaraan pembagian harta warisan
terhadap keluarga yang berbeda agama itu perlu karena merupakan
perwujudan dari luft (kehalusan dan kasih saying ) Allah swt.
Terhadap makhluk-nya.
Asas personalitas yang berlaku di Peradilan Agama adalah
asas personalitas keislaman, berlakunya asas personalitas keislaman
ini untuk melayani penyelesaian perkara di bidang tertentu yakni
perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, dan sadakah.
Untuk mengetahui proses pelaksanaan asas personalitas
keislaman di Pengadilan Agama lebih lanjut, lebih dahulu kita
mencoba untuk mengetahui pengertian asas personalitas keislaman itu
sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan Agama
No. 7 tahun 1989 bahwa asas personalitas keislaman adalah pola
pengaturan kewenagan Pengadilan Agama yang tidak bisa di
tundukkan oleh lembaga lain diluar Pengadilan Agama.
Namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum
seorang muslim mewarisi non-muslim. Para ulama terbelah dalam dua
pendapat pertama, mereka yang mutlak menolak waris beda agama,
baik seorang muslim mewarisi seorang kafir atau sebaliknya,
berdasarkan kedua dalil di atas Mazhab syafi’i termasuk kelompok ini.
Kedua, mereka yang membolehkan hukum seorang Muslim mewarisi
seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan
Analogi (qiyas) diperbolehkan pernikahan seorang muslim dalam
surat al-maidah ayat 5 yang termasuk dalam kelompok kedua antara





A. Latar Belakang Masalah
Sebagai salah seorang anggota masyarakat jika meninggal dunia arah dan
jalan pikiran  tentu akan menuju kepada masalah warisan. Seorang manusia selaku
anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat
dengan disertai berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap  anggota lain
dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat itu.
Jika kalimat di atas kita artikan lain, maknanya ialah ada bermacam-macam
hubungan hukum antara satu pihak yang disebut dengan manusia dan dunia luar di
sekitarnya, di lain pihak sedemikian rupa bahwa ada saling mempengarui dari kedua
belah pihak itu berupa kenikmatan atau beban yang dirasakan oleh masing-masing
pihak.Jadi apabila seseorang yang menjadi anggota masyarakat pada suatu saat
karena usianya sudah uzur, atau karena mengalami kejadian sesuatu, misalnya terjadi
kecelakaan, terserang penyakit dan lain-lain, seorang itu meniggal dunia maka yang
akan terjadi dengan perhubungan-perhubungan hukum tadi, yang  sangat erat sifatnya
pada waktu manusia itu masih hidup.1
Masalah warisan antar umat beragama cukup kontroversial. Sebagian ulama
tidak membolehkan muslim mewarisi harta peninggalan dari keluarganya yang bukan
muslim, begitupun sebaliknya,namun, sebagian ulama lain justru membolehkan, yang
1Umar Salim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h. 1.
2Adimaksud di sini ialah orang musyrik jahiliyah, bukan kaum ahli al-kitab. Tapi,
sebagian ulama, entah apa alasan sampai mereka mengembangkan pengertiannya
mencakup ahli al-kitab (khususnya yahudi dan kristen).
Meskipun demikian, mereka tetap memberikan jalan keluar, yakni umat
agama lain dapat memperoleh wasiat atau hibah yang nilainya sama dengan warisan.
Wasiat pernah dilakukan oleh istri Rasulullah, shafiyah binti hayy, berdasarkan
riwayat Said bin Manshur dari Sofyan bahwa shafiyah menjual rumahnya ke
Muawiyah sebanyak 100 ribu, (entah dinar atau dirham), kemudian menawarkan
kepada saudaranya yang beragama yahudi disertai ajakan masuk Islam, tetapi
saudaranya menolak. Maka Shafiyah pun mencari jalan keluar, agar saudaranya
memperoleh harta warisan itu,dia kemudian mewasiatkan sepertiga dari harta rumah
kepada saudaranya yang bukan muslim tersebut.2
Menurut Sayyid Sabiq, Shafiyah justru mewakafkan rumah kepada
saudaranya tersebut. Tidak masalah, apakah warisan, wasiat atau wakaf, sebab yang
penting ialah muamalah ekonomi antara muslim dan bukan muslim telah berlangsung
secara harmonis alamiah sebagaimana dicontohkan oleh sahabat dan istri Rasulullah.
Riwayat dari imam Malik dan Bukhari menyebut bahwa umar bin khathab pernah
menerima jubah kebesaran dari Rasulullah. Maka umar pun bertanya keheranan, “
apakah engkau ya Rasulullah menyuruh aku memakai pakaian seperti ini padahal
engkau telah melarang?”Rasul menjawab : “aku tidak menyuruh kamu memakainya,
tetapi juallah atau berikanlah orang lain memakainya.” Maka umar mengirim jubah
kebesaran itu ke salah seorang saudaranya yang non-muslim di Mekah.3
2Abi Bakri, Ahkam ahl al-dzimmah, Juz 1, h. 381.
3Imam Malik, al-Muwathatha, juz 11, kitab al-libas, bab ma ja afi lubs al-tsiyab, h. 917.
3Sementara itu, pada umumnya ulama moderat dengan tegas membolehkan umat
agama lain memperoleh warisan, selain hibah, wasiat dan wakaf dari keluarganya
yang muslim. Mereka beralasan bahwa teks hadis yang melarang itu lemah, karena
hampir semua riwayat mengenai larangan itu memakai kalimat yang kurang jelas dan
tidak lengkap, terdapat kesan bahwa sang periwayat langsung menyebut akhir hadis,
tidak menyebut kronologisnya secara utuh, diduga, ada beberapa kalimat yang
terbuang, lalu sang periwayat menyingkatnya dengan jumping to the end (melompat
ke akhir kalimat), malah diduga kalimat itu justru bukan dari Nabi sendiri.
Adapun riwayat lebih lengkap mengenai kronologis hadis, yang mengisahkan
perjalanan Nabi berkunjung ke Mekah guna menunaikan haji, di sampaikan oleh
imam Bukhari bersumber dari Usmah bin Zaid sebagai berikut:Ashbagh telah
menyampaikan kepada kami, bahwa ibn wahab telah memberitakan padaku dari
yunus, dari Ibn Syihab, dari Ali bin Husayn, dari Amr bin Usman, dari Usmah bin
Zaid, bahwa ia bertanya: ya Rasulullah, di mana engkau akan menginap di Mekah
negrimu?” maka Rasulullah menjawab: “ apa memangnya aqil pernah menyerahkan
tempat tinggal untuk keluarga kami, sedang dialah bersama thalib yang telah
mewarisi Abu Thalib, sementara Ja’far dan Ali tidak mewarisi apa-apa sama sekali,
sebab dia menjadi muslim, sementara aqil dan thalib keduanya tetap kafir
(musyrik),” maka berkatalah umar bin khathab: “orang mukmin tidak mewarisi
orang kafir”. Berkata ibnu syihab: “mereka menakwilkan firman Allah Q.S. al-
anfal/8:72) sebagai berikut:
                          
                                 
4                            
    
:Terjemahnya
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan
harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat
kediaman dan pertoIongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu
sama lain lindung-melindungi, dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi
belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi
mereka, sebelum mereka berhijrah, (akan tetapi) jika mereka meminta
pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib
memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian
antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.4
Cacatan konkret menyangkut Penjelasaan Hadist  yang perlu dijelaskan adalah
sebagai berikut:
1. Informasi Rasulullah bahwa Aqil dan Thalib, yang masih musyrik-politeistis
itu telah mewarisi harta kekayaan abu thalib, adalah informasi historis, tidak
bersifatnormatif menyangkut kewarisan Islam, sebab abu thalib wafat sebelum Nabi
berhijrah, yakni sebelum hukum kewarisan diatur Secara rinci.Karena Aqil dan
Thalib yang musyrik itu tidak turut pindah ke madinah, maka otomatis semua harta
peninggalan abu thalib di kuasai oleh mereka yang tinggal di Mekah. Sementara
puteranya yang lain, yaitu ali dan ja’far tidak memperolehnya sebab mereka sebagai
muslim telah pindah ke madinah. Jadi, yang menyebabkan mereka tidak mendapat
harta itu lebih disebabkan karena kepindahannya ke madinah.
2. Ketika Rasulullah dan rombongannya berkunjung ke Mekah, sekitar 10 tahun
kemudian, yang menurut suatu riwayat pada musim haji wada, rasul pun di tanya
tentang di mana mereka menginap. Maka Rasulullah mengeluh, sebab tidak ada lagi
4Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung, 2009), h. 186.
5rumah keluarganya di Mekah, akibat tindakan aqil dan thalib telah membagi hadis
secara jahiliyah harta peninggalan Abu Thalib (paman Nabi) tanpa menyisahkan
untuk Ali (menantu Nabi) dan ahli waris lainnya.
3. Setelah mendengar keluhan Nabi seperti itu, maka menurut hadis di atas, umar
bin khattab langsung memahami bahwa: “orang muslim tidak mewarisi orang kafir”.
Jadi pernyataan ini diucapkan oleh umar, bukan oleh Nabi. Riwayat-riwayat lain
sajalah yang menyatakan bahwa kalimat itu di ucapkan oleh Nabi, padahal diucapkan
oleh umar setelah mendengar kronologis mengapa Ali bin thalib (menantu Nabi )
tidak mewarisi rumah di Mekah.
4. Implikasi dari paham yang melarang saling mewarisi antara muslim  dan
bukan muslim itu jelas merugikan umat Islam sendiri. di satu sisi, seseorang
beragama lain memang tidak memperoleh warisan jika pewaris (orang tua, anak dan
kerabat yang meninggal) adalah muslim, tetapi sebaliknya, orang muslim pun tidak
mendapatkan warisan jika pewaris itu beragama lain, sejumlah generasi yang tadinya
beragama lain sangat tertarik masuk Islam atas kesadaran sendiri, namum secara
psikologis terlarang karena khawatir tidak akan memperoleh warisan dari orang
tuanya.
Karena itu, menarik sekali pandangan sejumlah sahabat Nabi ulama yang
membenarkan muslim dan non-muslim saling mewarisi.Mereka berpendapat
demikian ialah mu’adz bin jabal, muawiyah bin abu sofyan, muhammad bin al-
hanafiyah , muhammad bin ali bin al-husayn, said bin musayyab, dan malah pendapat
ini pula yang dianut oleh ibnu taymiyah, seorang ulama yang justru dikenal karena
prinsipnya yang amat tekstualis, alasan yang memperkuat pandangan tersebut ialah
sunnah Rasulullah yang memperlakukan kaum zindiq dan munafik dalam hukum
6kewarisan, memiliki status yang sama dengan status kaum muslimin. Ketika seorang
munafik bernama Abdullah bin Ubay wafat,Nabi melarang sahabat untuk
menshalatinya, sebagai tanda bahwa dia bukanlah muslim, tetapi Nabi membiarkan
segenap ahli warisnya yang muslim mewarisi harta Abdullah bin Ubay. Nabi tidak
mengambil harta itu sebagaifay karena merupakan ahli warisnya yang muslim.5
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan
pokok masalah yaitu “Bagaimana Pembagian Harta Warisan Terhadap Keluarga yang
Berbeda Agama?” Dari pokok masalah di atas dapat dirinci sub dasar sebagai berikut:
1. Bagaimana Hukum Islam memandang pembagian harta warisan terhadap
keluarga yang berbeda agama?
2. Bagaimana pengadilan agama dalam menyelasaikan perkara pembagian harta
warisan terhadap keluarga yang berbeda agama?
3. Bagaimana kedudukan asas personalitas keislaman dalam perdilan?
C. Hipotesis
Pada bagian ini penulis akan mencoba menarik jawaban sementara yang
merupakan hipotesis dari permasalahan di atas sebagai berikut:
1. Hukum Islam memandang bahwa keluarga yang berbeda agama tidak dapat
mewarisi orang kafir(Nasrani dan Yahudi) dengan alasan  apa saja, demikian
5Hamka,Islam Rahmah Untuk Bangsa (Jakarta, 2009), h. 234.
7sebaliknya, dengan dasar hadis rasullulah saw. ‘”layarisul muslimul kafira”
(orang Islam itu tidak boleh mewarisi orang kafir).6
2. Asas personalitas keislaman undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana
yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 menganut asas
personalitas keislaman, sehingga segala sengketa antara orang-orang yang
beragama islam mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 49 undang-undang
nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang
nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50
tahun 2009 menjadi kewenangan pengadilan agama. Semua sengketa tersebut
di atas meskipun sebagian subjek hukumnya bukan beragama islam, tetap di
selesaikan oleh pengadilan agama/ mahkamah syar’iyah.
3. UUPA menyuguhkan asas personalitas keislaman yang menekankan
penempatanya pada asas agama yang dianut para pihak.




“Hukum Waris” adalah yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang
ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.7
6Abdul Manan, Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), h. 206.
8“Waris” dalam bahasa indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak
yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak
menerimanya.8
“Asas “ adalah pokok, prinsif
“personalitas” adalah keindividualan
“asas personalitas” adalah meskipun sebagian subjek hukumnya bukan
beragama Islam, tetap diselesaikan oleh pengadilan agama/mahkamah syar’iyah.
E. Tinjauan Pustaka
Dalam pembahasan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa literatur
sebagai bahan acuan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini. di antara literatur yang
penulis pergunakan dalam menyusun skripsi ini, antara lain;
1. Abdul Manan dalam bukunya “Hukum perdata Islam di Indonesia” yang
salah satu pembahasannya masalah warisan dari hukum waris pada syariat lama
sampai dengan hukum waris menurut syariat Islam serta aturan-aturan yang terkait di
dalamnya.
2. Kompilasi hukum islam (KHI), dengan buku II tentang hukum kewarisan pasal
171. Huruf a,c,d dan pasal 173 yang membahas tentang pengertian warisan dan
seorang terhalang menjadi ahli waris
3. Hamka Haq dalam bukunya“Islam Rahmah Untuk Bangsa”
7Ibid., h. 3.
8Muhammad Rifai, Fiqih Islam (semarang: Cv.Toha putra), h. 513.
9yang membahas masalah warisan antarumat beragama cukup kontroversial, ada
sebagian ulama yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan.
4. Dr.Abdul Gani Abdullah, SH dalam bukunya”Kompilasi hukum islam dalam
Tata Hukum Indonesia” yang membahas masalah Kompilasi hukum islam dan tata
hukum indonesia termasuk di dalamnya Asas personalitas keislaman dalam UUPA
dan penerapannya.
F. Metodologi penelitian
Metodologi penelitian dapat diartikan sebagai suatu sarana yang penting guna
menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran suatu pengetahuan.oleh
karena itu sebelum melakukan penelitian hendaknya terlebih dahulu menentukan
metode apa yang akan dipergunakan,Menurut Soerjono Soekanto, metodologi
merupakan unsur yang mutlak yang harus ada di dalam penelitian dan pengembangan
ilmu pengetahuan.9
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode penelitian ini
adalah adanya kesesuaian antar masalah dengan metode yang akan dipergunakan
dalam penelitian yang tetap untuk hal yang akan diteliti.
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam karya tulis ilmiah ini adalah deskriptif yaitu penelitian
yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta yang di peroleh di lapangan yang
9Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta:Ui-Press), h. 7.
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terkait dengan objek yang di teliti.Penelitian ini juga dinamakan studi kasus
atau penelitian lapangan karena penelitian ini merupakan penelitian intensif
terhadap pembagian harta warisan  keluarga yang berbeda agama menurut
hukum Islam .
2.Metode Pendekatan
a. Pendekatan Yuridis yaitu dengan mempelajari masalah baik berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam.
b. Pendekatan Sosiologis yaitu pendekatan ini digunakan untuk mengetahui
kondisi sosial masyarakat yang tinggal di daerah sekitar.
3. Metode Pengumpulan Data
a. Library research, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan jalan membaca
literatur dan memahaminya yang berhubungan dengan masalah-masalah yang
diteliti.
b. Field Research, yaitu suatu teknik pengumpulan data berdasarkan hasil yang
diperolehmelaluipenelitianlapangan, dalamartianpenulismengadakanpenelitian
di Pengadilan Agama Makassar melalui Hakim-Hakim yang dianggap lebih
tahu mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang
akan dibahas . Dalam pengumpulan data lapangan digunakan metode sebagai
berikut: 1).Metode Observasi,10 yaitu penulis secara langsung melihat dan
10Observasi adalah kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan
seluruh indra. Untuk lebih jelasnya lihat, Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 133.
11
mengadakan penyelidikan (pengamatan) pada tempat yang dijadikan objek
penelitian.
2).Metode Interview,11 yaitu penulis mengadakan wawancara kepada Hakim-
hakim yang mengetahui masalah yang dibahas, dengan metode ini pula
maka penulis memperoleh data yang selengkapnya.
c. Populasi dan simple
populasi adalah keseluruhan objek dalam penelitian. Populasi dan sample
membahas tentang jumlah keseluruhan objek dan subjek penelitian,
kemudian ditarik sebagian dari jumlah objek dan subjek tersebut sebagai
bahan atau tempat pengumpulam data, yang digunakan adalah pedoman
wawancara,angket dan dokumen.
4. Pengolahan Data
Pengolahan data yang digunakan adalah data kualitatif yakni pengumpulan
data sebanyak-banyaknya, kemudian dipilih mana data primer dan mana data
sekunder. Yang dimaksud data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-
sumbernya, diamati dan dicetak langsung, sedangkan yang dimaksud data sekunder
adalah data yang bukan diusahakan sendiri oleh penulis.12
5. Analisis Data
11Interview atau Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk
memperoleh informasi dari terwawancara,ibid., h. 132.
12Marzuki, Metodologi Research (Jilid I, Yokyakarta: Fak, UGM, 1980 ), h.78.
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a. Induktif, yakni suatu metode untuk menelaah dan menganalisis data yang
bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
b. Deduktif, yakni menganalisis data yang bersifat umum, kemudian
diuraikan agar diperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.
G. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dan di landasi oleh perasaan untuk
mempraktekkan ilmu yang telah di peroleh di bangku kuliah dengan kenyataan di
lapangan maka penulis menentukan tujuan dan kegunaan sebagai berikut:
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pembagian harta warisan terhadap
keluarga yang berbeda agama (penerapan asas personalitas keislaman
dalam menyesaikan sengketa kewarisan di PA Makassar)
b. Untuk mengetahui sejauhmana dampak positif karena pembagian harta
warisan terhadap keluarga yang berbeda agama di Pengadilan Agama
Makassar
c. Untuk mengetaui cara peradilan agama menyesaikan perkara pembagian
harta warisan yang berbeda agama.
2.  Kegunaan penelitian
a.  Dapat menjadi bahan masukan bagi para keluarga yang berbeda agama
dalam menyelesaikan perkara warisan.
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b.   Dapat menjadi sumber ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas syar’iah
dan hukum pada perguruan tinggi UIN Alauddin Makassar oleh
pemgembang ilmu selanjutnya.
c. Dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti yang lain yang ingin





Warisan dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta-benda dan hak
yang di tinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak
menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidh, artinya menurut syara’ ialah
pembagian pustaka bagi yang berhak menerimanya. Jika seseorang mati
meninggalkan harta, maka diambil dari harta itu kerperluan mengubur, kemudian
dipenuhui wasiatnya jika ia berwasiat yang lebih dari sepertiga dari hartanya.13
Ilmu Waris adalah ilmu tentang warisan. Ilmu ini juga disebut “ilmu faraidh”,
yaitu ilmu yang membahas tentang pengaturan dan pembagian harta warisan bagi ahli
waris menurut bagian yang telah ditentukan Al-Qur’an.
Sebelum dilakukan pembagian warisan, beberapa hak dan kewajiban yang
berkaitan dengan harta warisan harus diselesaikan lebih dahulu, seperti hutang, wasiat
dan lain-lainnya. Sedangkan untuk pembagiannya, perlu diketahui beberapa jumlah
ahli waris yang berhak menerimanya. Kemudian baru dilaksanakan pembagiannya.14
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan
yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.
13Moh.Rifai, fiqhi Islam (Semarang:Cv.Toha Putra), h. 513.
14Amir Abyan, Fiqhi (semarang:PT.Karya toha putra), h. 8.
14
15
Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum
kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak
seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak anak seorang anak
untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua
hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang
diwarisi oleh ahli warisnya.
Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.
Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli
waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal ini ada ketentuan khusus
dalam pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan
dianggap telah dilahirkan bila kepentingan si anak mengkendakinya. Mati sewaktu
dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada.
Jelasnya, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak
mendapat warisan. Hal ini diatur dalam pasal 836, dengan mengingat akan ketentuan
dalam pasal 2 kitab ini, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada
pada saat warisan jatuh meluang.
Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu
sebagai berikut.
1. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal 832.
Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah
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para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup
terlama.
2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat testamen)
dalam pasal 899.
Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya
yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.15
Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peniggalan (tirkah) pewaris,
menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagianya masing-
masing.
a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meniggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meniggalkan ahli waris
dan harta peninggalan.
b. Ahli waris adalah orang yang pada saat meniggal dunia mempunyai hubungan
darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak
terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
c. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
d. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
15Effendi Perangin, Hukum Waris (Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2007), h. 3.
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e. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris, kepada orang lain atau
lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
f. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka-rela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
g. Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-
hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnyaberdasarkan putusan Pengadilan.16
Syariat Islam menyangkut warisan, hibah, wasiat dan Wakaf juga telah
terlaksana sekian lama, bahkan sejak masuknya Islam di nusantara. Peradilan agama
diberi kewenangan sepenuhnya menangani perkara umat Islam menyangkut itu,
sebagaimana dituangkan dalam undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan
agama, terakhir dengan UU No. 3 tahun 2006. Lebih-lebih dengan diterbitkannya
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang di
dalamnya ada ketentuaan menyangkut Warisan, Hibah, Wasiat dan Wakaf.
Sedang secara terminology hukum kewarisan memiliki beberapa pengertian
menurut beberapa ahli,
“Menurut Muh.Syarbuni al-khatib hukum kewarisan adalah hukum yang
mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari
harta peniggalan itu untuk setiap yang berhak”17.
16Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta:
Gema Insani Press), h. 129
.
17Muh. Syarbini al-khatib,, Mugni al-Muhraj, Juz III; (Kairo: Mustafa al-Baby al-Halaby,
1958), h. 3.
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“Menurut Hasby Ash-siddieqy mengemukakan bahwa hukum kewarisan adalah
hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan tidak mewarisi, mengatur
bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara pembagiannya.18
Berbeda dengan dua definisi di atas, Wijono Prodjodikoro menjelaskan bahwa
hukum kewarisan adalah soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meniggal akan
beralih kepada orang lain yang masih hidup.19
Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah Faraidh, Bentuk Jamak dari
kata Tunggal ‘Faraidah’ yang artinya Ketentuan. Dalam istilah Syara’ bahwa kata
Faraidh adalah bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris.20
B. Dasar Hukum Kewarisan
Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum Agama adalah
nash atai teks yang terdapat dalam al-qur’an, Sunnah Nabi Dan Ijitihad Para Ulil
Amri. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah QS. An-Nisa/ 4: 59. sebagai berikut:
                 
                 
     
Terjemahnya:
18T.M. Hasby Ash-siddieqy, Fiqhi Mawaris (Yogyakarta: Mudah, tth), h. 8.
19Wirjono Prodjodikoro, Hukum Kewarisan di Indonesia ( Bandung: Sumur, 1983), h. 13.
20Sayyid Sabiq, Fiqhi Sunnah (Cet, II; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), h. 479.
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Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil
amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu,
Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika
kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.21
Perintah mentaati Allah Swt, dan rasul-nya, artinya ialah mengikuti Al-Qur’an
dan As-Sunnah, sedangkan perintah mentaati Ulil Amri diantara muslimin, artinya
ialah mengikuti hukum-hukum yang disepakati oleh para mujtahidin, karena mereka
itulah Ulil Amri Umat Islam dalam soal pembentukan hukum syari’at Islam.
Demikian pula A. Assaad Yunus Mengatakan, Adapun yang menjadi sumber
Hukum mawaris, diambil dari:
1) Sebagaian besar dari ayat-ayat suci al-Qur’anul Karim
2) Sebagian dari Assunnah dan putusan-putusan rasul
3) Sebagian kecil dari ijma’
4) Juga beberapa dari ijtihad sahabat rasulullah Saw.22
Selanjutnya menurut Eman Suparman dalam bukunya, mengatakan bahwa, “Dalam
menguraikan prinsip-prinsip hukum waris berdasarkan hukum Islam, satu-satunya
sumber tertinggi dalam kaitan ini  adalah Al-Qur’an, dan sebagai pelengkap yang
menjabarkannya adalah sunnah rasul beserta ijitihad atau upaya para ahli hukum
terkemuka”.23
21Deperteman Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung, 2009), h. 87.
22A. Assaad Yunus, op.cit., h. 6.
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Adapun dalil mengenai system penyusunan dalam menggunakan ketiga
dasar hukum kewarisan tersebut dia atas ialah, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh
iman Baghowi dari Mu’adz bin Jabal, bahwasanya Rasulullah Saw, ketika mengutus
Mu’adz bin Jabal sebagai Gubernur Yaman, beliau bersabda yang artinya:
Ketika akan mengutus Mu’adz ke yaman, beliau bersabda: bagaimana kamu
mengadili bila dihadapkan kepadamu suatu masalah hukum? Mu’adz menjawab
saya menghukum berdasarkan Kitabullah, Rasullah bersabda: dan jika tidak ada
dalam Kitabulllah? Mu’adz menjawab: maka dengan sunnah Rasullulah Saw.
Rasullulah bersabda lagi: bila tidak ada juga dalam sunnah Rasullulah Saw.
Dan dalam Kitabullah? Mu’adz menjawab: saya akan beritjtihad dengan pikiran
saya sekuat mungkin, maka Rasullulah Saw menepuk dada Mu’adz seraya
bersabda: segala puji bagi Allah yang telah menberi petunjuk kepada utusan
dari Allah kearah yang diridhai oleh utusan Allah (HR. Abu Daud dari Ashhab
Mu’adz bin Jaba).
Jadi Jelasnya bahwa apabila terdapat suatu kejadian, maka pertama kali harus
dicari hukumnya di dalam al-qur’an, bila telah ditemukan hukum didalamnya, maka
harus dilaksanakan hukum itu, apabila tidak terdapat maka harus melihat pada
sunnah, dan apabila tidak terdapat lagi maka harus melihat kepada ijma’ para
mujtahid bila mereka telah berijma’ mengenai suatu hukum pada masanya.
Selanjutnya gambaran masing-masing dasar hukum tersebut sebagai berikut:
a) Al-qur’an
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat al-
qur’an sebagai Firman Tuhan yang diturunkan kepada nabi besar Muhammad Saw.
Dasar hukum kewarisan itu ada yang secara tegas mengatur, dan ada yang tersirat,
bahkan kadang-kadang hanya berisi pokok-pokok saja, yang paling banyak ditemui
23Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia (Cet. II, Bandung: Mandar Maju, 1990),
h. 9.
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dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam surat An-nisa di samping surah-surah
lainnya sebagai pembantu. Adapun ayat-ayat yang mengatur tentang hukum
kewarisan terdapat pada surah An-nisa ayat (1), (7), (8), (11), (12), (13), dan (176),
surah Al-Baqarah ayat (180), (233) dan (240), surah Al-Anfal ayat (75) dan surah Al-
Azhab ayat (4), (5), dan (6) serta surah Ath Thalaq ayat (7). Lima belas ayat tersebut
secara keseluruhan sudah dapat menggambarkan prinsip-prinsip kewarisan dan sistem
kekeluargaan yang khas dari hukum kewarisan Islam, Ayat-ayat tersebut demikian
terperinci dengan sistematik hukum yang kuat dan hampir semua persoalan kewarisan
dapat diselesaikan dengan baik, sehingga wajar jika dikatakan bahwa Hukum
Kewarisan Islam merupakan Ilmu yang Terstandar.24 Surah An-Nisa ayat 11
mengatur perolehan Anak dengan tiga garis Hukum, perolehan Ibu dan Bapak dalam
tiga garis Hukum serta soal Wasiat dan Hutang. QS. An-Nisa/4: 11 sebagai berikut:
                  
                     
                 
                 
                   
 
24H. Idris Djaktar dan Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam (Cet. I, Dunia
Pustaka Jaya, 1995), h. 12.
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Terjemahnya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana25.
b) As-Sunnah
As-Sunnah bila dilihat dari segi etimologi berarti pelajaran, dalam arti teknis
As-Sunnah Identik dengan Al-Hadits. As-Sunnah sumber hukum Islam kedua setelah
Al-Qur’an, Berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasullah Saw.
Adapun sunnah yang berkaitan dengan hukum kewarisan diantaranya adalah
sebagai berikut :
Hadist Nabi dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim yang artinya: “Berikanlah
bagian-bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk laki-laki yang
terdekat. (Bukhari dam Muslim dari Ibnu Abbas.).
C) Ijitihad
Pada dasarnya ayat-ayat Al-Qur’an telah mengatur dasar hukum kewarisan
secara terperinci dan apabila terdapat sesuatu ayat yang bersifat umum telah
25Departemen Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya, (Bandung, 2009), h. 78.
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dijelaskan nabi dengan sunnahnya. Namun demikian dalam pelaksanaan pembagian
secara praktis terdapat masalah-masalah yang secara jelas tidak tercantum dalam Al-
Qur’an dan Hadits, sehingga hukumnya menjadi terbuka. Dalam hal demikian Allah
memberikan lapangan yang luas bagi akal manusia untuk menggali hukumnya
dengan berpedoman pada garis-garis hukum yang telah dijelaskan oleh Allah dan
Rasulnya.
Ijitihad adalah pemikiran sahabat atau ulama yang memiliki cukup syarat dan
kreteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam
pembagian warisan. Yang dimaksud disini adalah “ Ijtihad dalam menerapkan hukum
Tatbiqi, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada “.26 Misalnya,
bagaimana apabila pembagian warisan, terjadi kekurangan harta, diselesaikan dengan
cara Aul, dan lain-lain.
C. Syarat Dan Rukun Warisan
Di samping telah adanya hubungan kewarisan dan telah bebas dari halangan
kewarisan, seseorang baru berhak menerima warisan bila telah terpenuhi rukun dan
syarat kewarisan. Adapun rukun kewarisan itu adalah :
1. Orang yang telah mati dan meninggalkan harta yang akan beralih kepada
orang yang masih hidup disebut pewaris atau al-Muwarrist. Pewaris adalah orang
yang telah mati dan meninggalkan harta untuk diwariskan. Untuk dapatnya harta
tersebut diwarisi, pewaris itu disyaratkan betul telah jelas kematiannya, baik dalam
arti hakiki atau dalam arti sebenarnya yang berarti dapat dipersaksikan kematiannya
26Ahmad Rofiq, Fiqhi Mawaris (Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 22.
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atau telah diketauhi oleh orang banyak, maupun secara hukmi atau dalam arti
kejelasan kematianya itu berdasarkan penetapan pengadilan.
2. Harta yang beralih dari orang yang mati kepada yang masih hidup yang
disebut harta warisan atau al-mawruts. Harta warisan, yang dimaksud dengan harta
warisan adalah harta peninggalan orang yang telah mati yang secara hukum syara’
telah berhak dan sah beralih kepada ahli warisnya. Harta peninggalan itu berhak
untuk diwarisi bila telah memenuhi syarat berikut : 1) Harta tersebut adalah milik dari
pewaris secara sempurna dalam arti dia memiliki zat atau materinya dan juga
memiliki manfaatnya. Jika tidak memiliki materinya dan tidak pula manfaatnnya
seperti barang titipan atau yang dimilikinya hanya manfaatnya saja seperti barang
pinjaman atau sewaan dan tidak dapat menjadi harta warisan. Demikian pula harta
tersebut adalah hartanya secara penuh dalam arti tidak lagi termasuk didalamnya
harta bersama atau serikat. Hal ini mengandung arti bila yang ditinggalkannya itu
adalah harta serikat maka harta tersebut harus dibagi dulu berdasarkan perjanjian
waktu melakukan akad serikat dan demikian pula bila harta itu adalah harta bersama
perkawinan. 2) Harta tersebut telah murni dan terlepas dari tersangkutnya hak orang
lain di dalamnya. Untuk maksud memurnikan dan melepaskan ketersangkutan hak
lain di dalamnya. Ada beberapa kewajiban yang berkenaan dengan harta peniggalan
antara lain penyelenggaraan jenazah dari pewaris, utang-utang yang belum dilunasi
pewaris sewaktu hidupnya, serta wasiat-wasiat yang telah dilakukan oleh pewaris
semasa hidupnya.
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3. Orang berhak menerima harta yang ditinggalakan oleh orang yang meninggal
tersebut yang disebut ahli waris atau al-warists. Ahli waris adalah orang yang berhak
menerima harta warisan dari pewaris. Untuk berhaknya ahli waris menerima harta,
harta warisan itu disyaratkan dia telah dan masih hidup saat terjadinya kematian
pewaris. Dalam hal ini termasuk pengertian ahli waris janin yang masih hidup dalam
kandungan meskipun kepastian haknya baru ada setelah ia lahir dalam keadaan hidup.
Hal ini juga berlaku terhadap seseorang yang belum pasti kematiannya.
D. Sebab terjadinya Kewarisan
Harta orang yang telah meninggal dengan sendirinya beralih kepada orang
hidup yang memiiki hubungan dengan orang yang telah meninggal dunia. Dalam hal
ini ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari
seseorang yang telah meninggal, yaitu hubungan kerabat (nasab hakiki), hubungan
perkawinan, hubungan wala’(nash hukmi), dan hubungan sesama Islam.
1. Hubungan kekerabatan
Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang
masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahmi atau kekerabatan antara keduanya.
Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang
ditentukan pada saat adanya kelahiran.
Pada tahap pertama seseorang anak yang dilahirkan oleh seseorang ibu
mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya. Hal ini bersifat
alamiah dan tidak ada seseorang pun yang menbantah hal ini karena si anak jelas
keluar dari rahim ibunya, itu hubungan keibuan sebagaimana disebutkan di atas
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bersifat alamiah dan telah berlaku semenjak adanya kelahiran di atas dunia ini.
Dengan berlakunya hubungan anak dengan ibu yang melahirkan itu dengan
sendirinya berlaku pula hubungan kekerabatan antara anak yang dilahirkan ibu itu,
baik secara langsung, yaitu anaknya sendiri atau yang dilahirkan oleh anak yang
dilahirkannya itu. Dengan demikian, secara sederhana terbentuklah hubungan
kekerabatan menurut garis ibu atau matrilineal.
Secara pasti al-qur’an menetapkan orang-orang yang berhak menerima
warisan dari seseorang dalam surah an-nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat 11
menyatakan hak kewarisan anak-anak, baik laki-laki ataupun perempuan, orang tua
baik laki-laki atau perempuan. Ayat 12 di samping menyatakan kewarisan suami atau
istri juga menjelaskan kewarisan saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Ayat
176 menyatakan kewarisan saudara, baik laki-laki dan saudara perempuan.
Dari ayat-ayat kewarisan tersebut dapat ditarik garis hubungan kekerabatan
sebagai berikut: kebawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Ke atas ialah ayah
dan ibu, ke samping adalah saudara laki-laki dan perempuan, dengan demikian
terlihat adanya tiga garis hubungan kekerabatan dalam Islam yaitu ke atas, ke bawah,
dan ke samping.
Dengan memahami hubungan kewarisan dapat disimpulkan bahwa hukum
Islam menetapakan hubungannya dengan kekerabatan akan terlihat bahwa, bagi
seorang suami ahli warisnya (selain suaminya) adalah anak-anaknya, orang tua serta
saudaranya, sedangkan orang tua dan saudara suaminya bukan ahli waris istri.
2. Hubungan perkawinan
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Di samping hak kewarisan berlaku atas dasar hubungan kekerabatan, hak
kewarisan juga berlaku atas dasar hubungan perkawinan, dengan arti bahwa suami
ahli waris bagi isrtinya yang meninggal dan istri ahli waris bagi suaminya yang
meninggal. Bagian pertama dari ayat 12 surah an-nisa (4) menyatakan hak kewarisan
suami-istri. Dalam ayat itu digunakan kata “azwaj” penggunaan kata ini secara
leksikal berarti pasangan (suami-istri), Menunjukan dengan gambling hubungan
kewarisan antara suami dan istri. Bila hubungan kewarisan berlaku antara yang
mempunyai hubungan kekerabatan karena adanya hubungan kewarisan antara suami-
istri yaitu antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah.
3. Hubungan Wala’ dan Hubungan sesama Islam
Saat ini dua hubungan terakhir yaitu hubungan Wala’ hanya terdapat dalam
tataran wacana saja. Sedangkan hubungan sesama Islam sangat jarang terjadi,
meskipun hubungan tersebut ada dalam teori, hubungan Wala’ terjadi disebabkan
oleh usaha seseorang pemilik budak dengan sukarela memerdekakan budaknya.
Sebagai imbalan dan sebagai perangsang agar orang (pada waktu itu) memerdekakan
budak. Rasullulah Saw. Memberikan hak wala’ kepada yang memerdekakan. Di
antara hak wala’ itu adalah hak mewarisi harta orang yang telah dimerdekakannya itu
jika orang tersebut tidak lagi mempunyai kerabat.
Hubungan Islam yang dimaksud di sini terjadi bila seseorang yang meninggal
tidak mempunyai ahli waris, maka harta warisnya itu diserahkan ke perbendaharaan
Umum yang akan digunakan oleh umat Islam. Dengan demikian harta orang Islam
yang tidak menpunyai ahli waris itu diwarisi oleh umat Islam.
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BAB III
ASAS PERSONALITAS DALAM PERADILAN
A. Pengertian Asas personalitas.
Berlakunya asas kebebasan di setiap peradilan didasarkan pada asas
personalitas. pada dasarnya asas personalitas yang berlaku di peradilan mengharuskan
kewenangan yang ada di setiap peradilan yang berlaku di Indonesia khususnya,
sesungguhnya berlakunya asas personalitas pada umumnya berkaitan dengan
persoalan segi-segi keperdataan, seperti pada persoalan hukum perkawinan di
Indonesia atau hukum lainnya. Peraturan antara dua atau lebih stelsel hukum pada
suatu peristiwa hukum yang akan diperbuat apabila diakibatkan oleh perbedaan
kewarganegaraan menimbulkan pertanyaan hukum manakah atau manakah yang
menjadi hukum guna mengatur peristiwa hukum tersebut. pertanyaan tersebut tidak
cukup dijawab secara sederhana tetapi lebih dahulu ditinjau dengan asas-asas hukum.
asas hukum itu akan memberikan rincian operasional bagaimana menentukan hukum
yang ada, diperlakukan diantara sekian banyak stelsel hukum yang terlihat mengikat
masing-masing pihak. dengan kata lain, gejala semacam itu menampakkan
keberadaan pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum, salah satu asas hukum
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yang dapat memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan
adalah asas personalitas keislaman. 27
Asas personalitas yang berlaku di Peradilan Agama adalah asas personalitas
keislaman, berlakunya asas personalitas keislaman ini untuk melayani penyelesaian
perkara di bidang tertentu yakni perkawinan, kewarisan, wakaf, wasiat, dan sadakah,
Untuk mengetahui proses pelaksanaan asas personalitas keislaman di Pengadilan
Agama lebih lanjut, lebih dahulu kita mencoba untuk mengetahui pengertian asas
personalitas keislaman itu sendiri, mengacu pada ketentuan Undang-undang Peradilan
Agama No. 7 tahun 1989 bahwa asas personalitas keislaman adalah pola pengaturan
kewengan Pengadilan Agama yang tidak bisa di tundukkan oleh lembaga lain diluar
Pengadilan Agama. Kewenangan yang berlaku bagi orang yang berkompetensi pada
perkaranya. menurut yahya harahap, asas personalitas keIslaman adalah “yang tunduk
dan yang dapat di tundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilaln agama”, hanya
mereka yang mengacu menganut dan memeluk agama Islam. penganut agama lain di
luar Islam atau yang “Non Islam” tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa untuk tunduk
kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.28
Dengan demikian asas personalitas keIslaman merupakan kekuasaan mutlak
pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara tertentu dan khusus, yang melalui
kekuasaan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu, yaitu golongan
27Abdul Gani, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia (Jakarta:
Gema Insani Press, 1994), h. 17.
28Ibid., h. 23.
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orang yang beragama Islam. Ketentuan tentang asas personalitas keIslaman yaitu
kewenangan mutlak Pengadilan Agama dalam menangani, memutuskan perkara
orang-orang Islam, telah tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) undang-
undang No 7 th 1989:
Pasal (2):
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang
diatur dalam Undang-Undang ini.
Pasal(49)
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan








Dengan demikian asas personalitas keislaman merupakan kesatuan hubungan
yang tidak terpisah dengan dasar hubungan hukum, meskipun demikian untuk
menentukan asas ini yang berakit menjadi kewenangan mutlak dari pengadilan di
lingkungan badan Peradilan Agama adalah : agama yang dianut oleh kedua belah
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pihak saat terjadinya hubungan hukum adalah agama Islam hubungan ikatan hukum
yang mereka lakukan berdasarkan hukum Islam. Mengacu pada Undang-undang
Peradilan Agama No. 7 tahun 1989. Asas Personalitas keIslaman adalah pola
pengaturan kewengan Pengadilan Agama yang tidak bisa di tundukkan oleh lembaga
lain diluar Pengadilan Agama.29
Menurut Yahya Harahap: Asas Personalitas Keislaman adalah yang tunduk dan
yang dapat di tundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilaln agama, hanya
mereka yang mengacu menganut dan memeluk agama Islam.
Asas personalitas keislaman sebelum adanya UU No. 7 tahun 1989 sejarah
perkembangannya peradilan agama, sejak dulu peradilan agama selalu dipegang oleh
para ulama yang disegani yang menjadi panutan masyarakat sekelilingnya. Hal itu
sudah dapat dilihat sejak dari proses pertumbuhan peradilan agama. Pada masa
kerajaan-kerajaan Islam, penghulu keraton sebagai pemimpin keagamaan Islam di
lingkungan keraton yang membantu tugas raja di bidang keagamaan yang bersumber
dari ajaran Islam. Uraian singkat tentang sejarah perkembangan peradilan agama
tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama bercita-cita untuk dapat
memberikan pengayoman dan pelayanan hukum kepada masyarakat.30
Pada tanggal 29 Desember 1989, disahkan dan diundangkan UU No. 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang tersebut merupakan rangkaian dari
undang-undang yang mengatur kedudukan dan kekuasaan peradilan di negara RI.
29Abdul Gani, Peradilan Agama dalam UUPA (Jakarta: Alhikmah), h. 8.
30Ibid., h. 13.
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Selain itu, UU tersebut melengkapi UU Mahkama Agung No. 14 Tahun 1985, UU
Peradilan Umum No. 2 Tahun 1986 dan UU Peradilan Tata Usaha Negara No. 5
Tahun 1986. Memang agak terlambat lahirnya UU No. 7 tersebut dibandingkan
dengan landasan lain bagi Peradilan Umum, PTUN dan lainnya. Namun demikian,
dengan lahirnya UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kedudukan dan
kekuasaan Pengadilan Agama setara dengan lembaga pengadilan lainnya.
Yang patut disayangkan, UU No. 7 tersebut mengandung beberapa
kelemahan. Diantaranya, terdapat hak opsi dalam penyelesaian perkara waris bagi
orang-orang yang beragama Islam di Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri;
Pengadilan Agama tidak berwenang menangani sengketa hak milik dsb. Dengan
adanya desakan dari praktisi hukum maupun masyarakat yang beragama Islam, maka
lahirlah UU No. 3 Tahun 2006 yang merevisi dan melengkapi UU No. 7 tentang
Peradilan Agama di Indonesia.
Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 1989, disebutkan
Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Daripasal
ini dapat disimpulkan bahwa yang bisa berperkara di peradilan agama hanyalah
orang-orang yang memeluk agama Islam, mengenai perkaraperkara perdata tertentu
yang juga diatur dalam Undang-undang No 7 Tahun 1989. Perkara yang menjadi
kewenangan peradilan agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan adalah
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perkara perkara antara orang yang beragama Islam dibidang : Perkawinan,
kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
Wakaf dan shadaqah.31
Dari ketentuan pasal-pasal ini muncul sebuah azas di Peradilan Agama yang
dikenal dengan azas Personalitas Keislaman. Asas personalitas setelah adanya UU
No.7 tahun 1989, setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU No.3 tahun
2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan
ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan
adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 3
tahun 2006 adalah “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan
kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Dalam definisi
pengadilan agama tersebut kata “Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk:
1. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan
pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya.
2. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan
kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun.
Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama
bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara
31Kementrian Hukum dan HAM, UU No 7, 3, dan 50 Tahun 1989, 2006, 2009 (Jakarta,
2004), h. 13.
34
di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang:
Perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
dan wakaf dan shadaqah.
Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu
faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang
berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari’ah tumbuh
berkembang mulai dari lembaga perbankan syari’ah, asuransi syari’ah, pasar modal
syari’ah, dan pegadaian syari’ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada
perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila
terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari’ah harus melalui peradilan umum.
Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2006 atas perubahan
UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup
tugas dan wewenang Pengadilan Agama yaitu: Memeriksa, memutus, dan












B. Kedudukan Asas Personalitas Keislaman Dalam Peradilan Agama dan
Tinjauan Tentang  Asas Personalitas Dalam Peradilan.
Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman
merupakan pengadilan yang berdiri sendiri, terpisah dari pengadilan umum,
pengadilan militer, pengadilan tata usaha negara, pengadilan agama sebagaimana
halnya pengadilan umum, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara.
Berpuncak pada mahkamah agung sebagai pengadilan negara tertinggi dan yang
melakukan pengawasan atas perbuatan pengadilan agama dibidang teknis hanyalah
mahkamah agung. Pengadilan agama sejajar dan sederajat dengan lingkungan
pengadilan lainnya, tidak saling tergantung dan saling mengawasi satu sama lain.
Sehingga pengadilan agama dapat melaksanakan senndiri keputusannya secara
penuh.
Kompetensi dari pada pengadilan agama yaitu hanyalah meliputi bidang
perdata tertentu saja seperti yang tercantum dalam dalam pasal 49 UU No 7 tahun
1989, dimana jangkauan batas kewenangan dari pengadilan agama yakni hanyalah
32Ibid., h. 46.
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memeriksa, mengadili, memutuskan, dan mengadili perkara-perkara perkawinan,
warisan, wakaf, hibah dan shodaqoh dan dalam perkembangannya ditambah dengan
ekonomi syari’ah berdasarkan personalitas keislaman. Sehingga diluar bidang-bidang
yang telah disebutkan diatas, maka pengadilan agama tidak berwenang memeriksa
dan memutuskan perkaranya.
Sifat kewenangan masing-masing Pengadilan bersifat absolute apa yang telah
ditentukan menjadi kekuasaan yuridis suatu lingkungan pengadilan dan menjadi
kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutuskan perkara, dan
sebaliknya yang bukan kewenangannya secara absolute bukan menjadi
kewenangannya. Tujuan dan rasio penentuan dan batas kewenangan atau kompetensi
setiap lingkungan pengadilan, agar terbina suatu pelaksanaan kekuasaan kehakiman
yang tertib antar masing-masing berjalan pada rel yang telah ditentukan untuk mereka
lalui, selain itu membina kekuasaan kehakiman yang tertib agar memberi ketentraman
dan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan.
Didalam peradilan agama ada berapa asas di antaranya, asas personalitas
keislaman.
a. Asas personalitas keislaman.
Peradilan agama merupakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu diantaranya
perkawinan, kewarisan, wakaf, hibah, shodaqoh dan dan dalam perkembanganya di
tambah dengan ekonomi syari’ah.
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Untuk itu diantara asas didalam peradilan agama yakni asas personalitas
keislaman dimana yang dapat tunduk dalam kekuasaan lingkungan peradilan agama
yani hanya mereka yang mengakui pemeluk agama Islam. Penganut selain agama
Islam atau non Islam tidak tunduk dan tidak dapat dipaksa tunduk kepada lingkungan
pengadilan agama.
b. Asas Kebebasan.
Asas kebebasan merupakan asas yang paling sentral dalam kehidupan
peradilan karena kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka
untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum. Dalam hal ini agar
hukum dapat ditegakkan berdasarkan pancasila, akan tetapi kebebasan kehakiman
bukanlah kebebasan yang membabi buta akan tetapi terbatas dan relative.
Diantaranya:
c. Bebas dari campur tangan kekuasaan negara lain
d. Bebas dari paksaan
e. Kebebasan melaksanakan wewenang judical (peradilan).
f. Asas Wajib Mendamaikan.
Asas mendamaikan dalam pengadilan agama sejalan dengan konsep Islam
yang dinamakan Ishlah. Untuk itu layak sekali para hakim pengadilan agama
menyadari dan mengemban fungsi “mendamaikan” karena bagaimanapun seadil-
adilnya putusan, jauh lebih baik dan lebih adil jika perkara diselesaikan dengan
perdamaian, karena karakter didalam persidangan dalam Peradilan pasti ada menang
dan kalah seadil-adilnya putusan hakim akan di rasa tidak adil oleh pihak yang kalah,
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dan sebaliknya seadil-adilnya putusan akan dirasa adil oleh yang menang. Untuk itu
hasil dari perdamaian yang dihasilkan dari kesadaran kedua belah pihak merka akan
sama-sama merasa menang dan merasa kalah. Akan tetapi dalam masalah perceraian
perdamaian wajib bagi hakim dimana yang sifatnya “imperative”.
g. Asas Terbuka Untuk Umum
Pelaksanaan sidang terbuka untuk umum berarti setiap pemeriksaan
berlangsung disidang pengadilan, siapa saja yang ingin berkunjung, menghadiri,
menyaksikan, dan mendengarkan jalannya persidangan tidak boleh dihalangi dan
dilarang, maka untuk memenuhi syarat formal atas asas ini, sebelum hakim
melakukan pemeriksaan lebih dahulu menyatakan dan mengumumkan ”persidangan
terbuka untuk umum”. Tujuan yang terkandung dalam asas ini adalah agar tidak
sampai terjadi pemeriksaan gelap/bisik-bisik karena persidangan tertutup cenderung
melakukan pemeriksaan secara sewenang-wenang, selain itu adanya edukasi yakni
dapat menjadi informasi kepada masyarakat agar tidak terperosok kearah yang tidak
tepat. Kecuali dalam masalah Perceraian yang bersifat tertutup karena
pertimbangannya yakni kepentingan kerahasiaan dalam rumah tangga dan pribadi
suami istri jauh lebih besar nilai “ekuivalensinya” dibanding terbuka untuk umum,
karena mungkin mereka berpendapat bertentangan dengan moral dan kepatutan untuk
meyebarluaskan rahasia aib dan kegobrokan suami istri mmelalui sidang peradilan,
satu-satunya cara untuk menutup kebocoran melalui sidang tertutup.
h. Asas Legalitas dan Persamaan.
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Pengertian makna legalistis pada prinsipnya sama dengan rule of law yakni
pengadilan mengadili menurut ketentuan-ketentuan hukum. Karena hakim berfungsi
dan berwenang mengerjakan roda jalannya peradilan melalui badan pengadilan,
semua tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan
peradilan, mesti menurut hukum. Hakim dilarang menjatuhkan putusan dengan
sesuka atau dengan selera hakim itu sendiri yang bertentangan dengan hukum.
Sedangkan makna Persamaan hak adalah seseorang yang datang yang berhadapan
dalam persidangan sama hak dan kedudukannya tidak memandang jabatan, saudara,
maupun kawan semuanya sama dihadapan pengadilan.
i. Asas Aktif Memberi Bantuan.
Dalam asas ini hakim hendaknya dapat memberi bantuan secara akif dilihat
dari tujuan dari memberi bantuan diarahkan untuk mewujudkan peraktek peradilan
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Ada berberapa masalah formal yang tercakup
kedalam objek, fungsi memberi bantuan dan nasihat yaitu:
 Membuat gugatan bagi yang buta huruf
 Memberi pengarahan tata cara izin “prodeo”
 Menyarankan penyempurnaan surat kuasa
 Menganjurkan perbaikan surat gugatan
 Memberi penjelasan alat bukti yang sah
 Memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban
 Bantuan memanggil saksi secara resmi
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 Memberi bantuan upaya hukum
 Memberi penjelasan tata cara verzet dan rekonvensi
 Mengarahkan dan membantu memformulasi perdamaian.
Asas personalitas pada umumnya selalu berkaitaan dengan seinternasional
dalam hal keperdataan, seperti dibicarakan di dalam Hukum Perdata Internasional
(HPI). HPI juga dikategorikan sebagai salah satu pokok bahasaan dari Hukum Antar-
Tata Hukum (HATAH). Sekalipun demikian, segi-segi hukum publik di dalam HPI
Masih dijumpai, seperti, Pembicaraan mengenai wilayah keberlakuan hukum
perkawinan Indonesia di samping hukum lainnya.33 Pertautan antara dua atau lebih
stelsel hukum pada suatu peristiwa hukum yang akan diperbuat apalagi diakibatkan
oleh perbedaan kewerganegaraan menimbulkan pertanyaan, “hukum manakah yang
mengatur peristiwa hukum tersebut”? Pertanyaan ini tidak cukup dijawab secara
sederhana, tetapi terlebih dahulu perlu ditinjau dengan asas-asas hukum. Asas hukum
itu akan memberikan rincian operasional bagaimana menemukan hukum yang akan
diberlakukan di antara sekian banyak stelsel hukum yang terlibat mengikat masing-
masing pihak. Dengan kata lain, gejala semacam itu menampakkan keberadaan
pluralitas hukum pada suatu peristiwa hukum. Salah satu asas hukum yang dapat
memberikan jalan keluar untuk memilih hukum mana yang diberlakukan adalah asas
personalitas. Penerapaan hukum perdata belanda di Indonesia pada zaman kolonial
melalui jalan konkordansi melahirkan perbedaan golongan warga Negara, bumi
33Ismail saleh, Wawasan Pembangunan Hukum Nasional (Jakarta: Rajawali pres), h. 67.
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putera, timur asing dan golongan eropa. Jika penggolongan itu dilihat secara tajam
maka cenderung mengalir melalui factor pelapisan masyarakat produk kolonial.
Kenyataan demikian secara tidak langsung menampak perbedaan tersebut.
Pemanfaatan paham asas itu tampaknya berkelanjutan dalam sistem hukum nasional
secara disaring dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Asas personalitas yang
dibicarakan lebih lanjut dalam tulisan ini dicirikan oleh faktor keislaman sehingga
disebut dengan asas personalitas keislaman.34
UUPA. Mengatur faktor keislamaan itu dilekatkan pada dua kategori, yaitu
pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di pengadilan agama dan
pada pokok sengketa/ perkara. Tentang ketegori-kategori, diantaranya:
1). di dalam pasal 1 angka 1 UUPA disebutkan bahwa “peradilan agama adalah
peradilan orang-orang yang beragama Islam”
2). di dalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu
pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam
mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang ini.
3). di dalam pasal 49 Ayat (1) dan ayat (5). di dalam pasal 66 Ayat (1) diatur
bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya
34Abdul Gani, Pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia, (Jakarta:
Gema insan), h. 48.
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mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna
menyaksikan ikrar talak.
Tentang kategori yang kedua, yaitu di dalam pasal 49 Ayat (1) disebutkan
bahwa pengadialn agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam di bidang, a). perkawinan b). kewarisan, hibah dan wasiat yang dilakukan
berdasarkan hukum Islam, c).Wakaf dan sedekah. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan
bahwa perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Huruf a) ialah hal-hal
yang diatur berdasarkan undang-undang perkawinan yang berlaku, yakni kembali
kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. (3) di dalam penjelasan umum
UUPA Angka 2 alinea ketiga dikatakan bahwa pengadilan agama merupakan
pengadilan tingkat pertama untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan
perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan,
kewarisan, hibah, wasiat, wakaf, dan berdasarkan hukum Islam.
Pada data normatif yang pertama UUPA menyuguhkan asas personalitas
keislaman yang menekankan penempatannya pada asas agama yang dianut para
pihak. Oleh karena itu, cara untuk menentukan di pengadilan mana seseorang akan
berpekara ditunjukan oleh agama, karena hal ini sekaligus akan menunjukan
penundukan diri mereka terhadap hukum tertentu. Jadi, apabila orang yang
bersangkutan atau pihak yang akan mengajukan perkara beragama Islam, maka
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berdasarkan ketentuan tadi ia harus mengajukannya ke pengadilan agama. Ketentuan
tersebut cenderung melihat pada kenyataan bahwa jika pihak pengaju perkara itu
beragama Islam, maka ia tidak lagi memiliki altranatif kecuali mengajukkan ke
pengadilan agama. Sebaliknya, ketentuan itu tidak mempedulikan agama pihak lawan
perkara, sekalipun pada kenyataannya ia tidak menganut agama yang sama dengan
pengaju perkara. Dengan kata lain, ketentuan dalam kategori pertama tersebut
tampaknya menganut asas agama pengaju perkara.
Ketentuan hukum ketegori kedua tampak cenderung mengatur pokok perkara
dengan sub kategori : (1) sengketa perkawinan secara substansial normatif kembali
kepada UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. di dalam pasal 2 ayat (1) UU itu
ditentukan bahwa setiap perkawinan akan dinyatakan sah menurut hukum dan
kerenanya mendapatkan perlindungan hukum apabila dilakukan menurut agama dan
kepercayaan masing-masing calon suami istri. Dengan demikian, peristiwa hukum
perkawinan itu dilakukan sesuai yang ditunjukan agama calon. Atau dalam rumusan
lain, hubungan hukum perkawinan terjadi atau mulai berlangsung akibat berfungsinya
hukum terapan menurut agama yang dianut pasangan.
Dari kenyataan normatif demikian diperoleh makna bahwa patokan dasar
untuk mengetaui stelsel hukum yang berlaku adalah agama yang dianut calon.
Apabila pernikahan telah terjadi kemudian suami-istri kembali berbeda agama, maka
hal ini tidak secara langsung menyebabkan putusannya hubungan hukum perkawinan.
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Dari kenyataan ini ada dua hal yang dijumpai, yakni perbedaaan agama suami-istri
berakibat pada perbedaan penundukan diri pada hukum, dan hubungan hukum yang
ada tetap berkedudukkan seperti semula sebagai hubungan yang dibenarkan hukum.
Kedua hal itulah yang membuktikan bahwa hukum yang melahirkan hubungan
hukum perkawinan tidak mengatur lebih lanjut hubungan suami-istri apabila jika
telah terjadi perbedaan agama di antara mereka. Apabila akan terjadi perceraian,
maka hukum yang berlaku guna menentukan pengadilan mana yang berwenang
bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum yang ditujukan oleh agama
kepada pihak yang bersangkutan.
Pokok secara sub kategori (2) ialah pokok yang telah dinyatakan secara tegas
bahwa hukum Islam berlaku atas dasar klausul pada pasal 49 ayat (1) huruf b”
kewarisan, hibah, dan wasiat yang diberlakukan berdasarkan hukum Islam”.
Ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa jika secara nyata ketiga hal itu
dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka persengketaannya menjadi wewenang
pengadilan agama, sekalipun para pihak tidak beragama Islam. Akan tetapi, rumusan
penjelasan umum yang menyatakan diperolehkannya memilih hukum para pihak di
antara ahli waris dapat mengubah makna normatifnya menjadi lain dari makna diatas
.sehingga ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa meskipun sebelumnya
pembagian warisan telah dilakukan menurut hukum Islam, tetapi jika ketika
bersengketa para pihak tidak lagi beragama Islam atau telah berbeda agama, maka
penyelesaiannya tidak lagi harus dengan hukum Islam tetapi tergantung pada hukum
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yang dipilih mereka. Jika hukum yang mereka pilih berbeda, maka kasus itu berubah
menjadi sengketa wewenang sehingga hakim agungl untuk tingkat pertama dan
terakhir yang akan memilihkan hukum penyelesaiannya. Uraian di atas menunjukkan
bahwa untuk menentukan kewenangan pengadilan dalam menyesaikan sengketa
kewarisan, ternyata bukanlah hukum  ketika peristiwa hukum kewarisan, hibah, atau
wasiat dilahirkan sebagaimana yang dikehendaki hukumnya, tetapi kembali kepada
hukum yang ditunjukan oleh agama para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu
tidak cukup alasan untuk menyatakan bahwa hukum yang digunakan dapat ditentukan
oleh agama yang dianut saat pewaris meninggal dunia. Dalam kasus kewarisan, hibah
dan wasiat ternyata dapat asas hukum yang tigalistis, asas hukum terapan, asas agama
pihak pengaju perkara, dan asas pilihan hukum. Asas hukum terapan ditunjukan oleh
bunyi huruf “b” ayat (1) pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang berbunyi. “Kewarisan,
hibah, wasiat, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, di mana hukum yang
diterapkan saat peristiwa hukum kewarisan terjadi adalah hukum menurut ajaran
Islam, sedangkan peristiwa hukum kewarisan mulai terjadi setelah orang telah
meninggal dunia”. Asas agama pihak pengaju perkara adalah asas sebagaimana yang
dikehendaki oleh hukum ketegori pertama, dalam hal ini pihak pengaju harus
beragama Islam. Sedangkan asas pilihan hukum berarti hukum yang digunakan untuk
menentukan pengadilan yang berwenang bergantung pada hukum yang dipilih atau
dikehendaki masing-masing pihak akibat ketidaksepakatan menetukan hukum, dan
tidak bergantung pada agama masing-masing. Dengan kata lain, asas pilihan hukum
ini keluar atau menghindarkan diri dari hukum yang ditunjukkan agama masing-
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masing pihak.35 Penerapan asas-asas tersebut dapat dicoba dengan permasalahan
perkawinan dan kewarisan. Dari penerapan itu akan bermunculan tuntutan terhadap





ANALISIS PEMBAGIAN KEWARISAN BEDA AGAMA
A. Pembagian Harta Warisan Terhadap Keluarga yang Berbeda Agama Ditinjau
dari Hukum Islam.
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan
yang di tinggalkan seseorang yang meninggal serta harta kekayaan yang ditinggalkan
seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya
hanya hak-hak dan kewajiban–kewajiaban dalam lapangan hukum kekayaan/harta
benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian seperti hak seorang anak
untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya
(kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-
undang diwarisi oleh ahli warisnya. Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya
berlangsung kerena kematian”.
Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat
ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka.36 Dalam undang-undang terdapat
dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:
1. Secara ab intestato (ahli waris menurut undang-undang) dalam pasal (832).
Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah
36Effendi Perangin, Hukum waris (Jakarta: raja grafindo persada 2007), h. 3.
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para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan dan suami atau istri yang
hidup lama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat
golongan pertama, kedua, ketiga dan golongan keempat.
2. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat
testamen) dalam pasal 899. Dalam hal ini pemiik kekayaan membuat wasiat untuk
para ahli warisnya yang di tunjuk dalam surat wasiat/testamen.37
Menurut ahmad Rofiq beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para
sarjana tentang fiqhi mawaris dapat ditegaskan bahwa pengertian fiqhi mawaris
adalah fiqhi yang mempelajari tentang siapa-siapa orang yang termasuk ahli waris,
bagian-bagian yang diterima mereka, siapa-siapa yang tidak termasuk ahli waris, dan
bagaimana cara penghitungannya.38
Dalam hubungannya dengan keterangan di atas, dalam hukum waris Islam ada
ketentuan halangan untuk menerima warisan. Halangan untuk menerima warisan atau
disebut dengan mawani’ al-irs adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli
waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan al-muwarris. Hal-hal yang
dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada tiga yaitu1).Pembunuhan
37Ibid ., h. 4.
38Ahmad Rofiq, Fiqih Mawaris (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2001), h. 4.
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(al-qatl), 2). Berlainan Agama (Ikhtilaf al-din), 3). Perbudakan (al-‘abd), dan yang
tidak disepakati ulama. 4). Berlainan Negara.39
Dalam hubungan dengan waris mewarisi antara muslim dengan non muslim
(waris beda agama) telah di tentukan bahwa berlainan agama yang menjadi
penghalang mewaris adalah apabila anatara ahli waris dan al-muwarris salah satu
beragama Islam, yang lain bukan islam. Misalnya, ahli waris beragama islam,
muwarissnya beragama Kristen, atau sebaliknya demikian kesepakatan mayoritas
ulama. Jadi apabila ada orang meninggal dunia yang beragama budha, ahli warisnya
beragama Hindu di antara mereka tidak ada halangan untuk mewarisi. Demikian juga
tidak termasuk dalam pengertian berbeda agama, orang-orang yang berbeda mazhad,
satu bermazhab sunny dan yang lain syi’ah.
Dasar Hukumnya, adalah Hadits Rasulullah riwayat al-Bukhari dan Muslim
yang artinya sebagai berikut: “orang muslim tidak  mewarisi orang kafir dan orang
kafir tidak mewarisi orang muslim (muttafaq’alaih)”. Hal ini diperkuat lagi dengan
petunjuk umum ayat 141 surah An-Nisa’ sebagai berikut:
                    
                    
                    
39Muslich Marzuki, Pokok-pokok Ilmu Waris (Semarang: Pustaka Amani, 1981), h. 13.
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Terjemahnya:
(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada
dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari
Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan
jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata:
"Bukankah Kami turut memenangkanmu, dan membela kamu dari orang-orang
mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat
dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk
memusnahkan orang-orang yang beriman.
Nabi Saw Sendiri mempraktikkan pembagian warisan di mana perbedaan
agama dijadikan sebagai penghalang wewarisi, ketika paman beliau. Abu Thalib
orang yang cukup berjasa dalam perjuagan Nabi Saw meninggal sebelum masuk
Islam, oleh nabi Saw harta warisnya hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang
masih kafir yaitu Uqail dan Thalib sementara anak-anaknya yang telah masuk Islam,
yaitu Ali dan Ja’far oleh beliau tidak diberi bagian.40
Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa yang menjadi pertimbangan apakah
antara ahli waris dan muwaris berbeda agama atau tidak, adalah pada saat muwaris
meninggal karena pada saat itulah hak warisan itu mulai berlaku, jadi misalnya ada
seorang muslim meniggal dunia, terdapat ahli waris anak laki-laki yang masih kafir,
kemudian seminggu setelah itu masuk Islam, meski harta warisan belum dibagi, anak
tersebut tidak berhak mewarisi harta peninggalan tersebut. Dan bukan pada saat
40Ahmad Rofiq , op. cit, h 36.
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pembagian warisan yang dijadikan pedoman demikian kesepakatan mayoritas
ulama.41
Terhadap kesepakatan mayoritas ulama di atas ternyata ada cendikiwan
muslim Indonesia yaitu Nurcholis Madjid, DKK. justru mengemukan pendapat yang
menyentak sebagian umat islam. Pendapatnya ia ungkapkan dalam buku yang
berjudul Fiqhi lintas agama dengan menyatakan :
Dalam pandangan yang lebih mendasar ayat yang digunakan para ulama fiqhi
merupakan ayat yang tidak menunjuk langsung pada pengharaman waris agama,
melaikan hadits yang bersifat umum, kerenanya ayat tersebut tidak bisa serta merta
bisa dijadikan landasan untuk melarang waris beda agama. Dalam banyak ayat, tuhan
justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, yahudi, dan shah’ah) dan
mereka ynag beramal shaleh. Mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat
nanti. Dengan demikian sejatinya hukum waris harus dikembalikan pada semangat
awalnya yaitu dalam konteks keluarga (ulu al-arham), keturunan (nasah), dan
menantu (shakhr), apapun agamanya yang menjadi tujuan utama dalam waris adalah
mempererat hubungan keluarga. Dan logikanya, bila Islam menghargai agama lain,
maka secara otomatis ahli waris beda agama diperbolehkan.42
Menariknya pendapat di atas adalah karena Nurcholish Madjid, DKK. Berani
membuat terobosan baru yang controversial dan bersedia mengambil resiko dihujat
41Ibid., h. 36.
42Nurcholish Madjid, Fiqhi lintas agama (Jakarta: Paramadina, 2004), h. 167.
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secara bertubi-tubi. Padahal masalahnya sudah menjadi kesepakatan jumhur ulama
bahwa waris beda agama merupakan penghalang untuk waris mewarisi. Dari sini
muncul masalah apa yang melatar belakangi Pemikiran Nurcholish Madjid sehingga
membolehkan waris mewarisi antara muslim dan non muslim.
Menurut Nurcholish Madjid, DKK. Sistem pemikiran fiqhi yang sejak awal
tidak memberikan ventilasi pemikiran bagi non-muslim sudah bisa dipastikan, bila
berhubungan dengan agama lain maka kesimpulan hukum yang diambil cenderung
kaku dan keras. Ini dikarenakan cara pandang fiqhi klasik terhadap non-muslim
sebagai kafir. Dan kafir menurut ulama fiqhi klasik, merupakan salah satu kelompok
yang diharamkan untuk menerima dan memberi warisan (mawan’al-irtsi). Adapun
hadist yang digunakan dalam landasan normatif, yang artinya “seorang muslim tidak
dapat mewarisi orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak dapat mewarisi orang
muslim.43
Selanjutnya Nurcholish Madjid mengatakan bahwa ibn Rusyd mengakui
sebagian besar ulama melarang atau mengharamkan mewarisi beda agama/terutama
berdasarkan hadist di atas. dan ini menurut Nurcholish Madjid merupakan problem
mendasar fiqhi yang melibatkan agama lain. Fiqhi sangat tidak toleran terhadap
agama lain. Namun masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum seorang
muslim mewarisi non-muslim. Para ulama terbelah dalam dua pendapat pertama,
mereka yang mutlak menolak mewarisi beda agama, baik seorang muslim mewarisi
43Ibid., h. 165.
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seorang kafir atau sebaliknya, berdasarkan dalil di atas Mazhab syafi’i termasuk
kelompok ini. Kedua, mereka yang membolehkan hukum seorang Muslim mewarisi
seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan Analogi (qiyas)
diperbolehkan pernikahan seorang muslim dalam surat al-maidah ayat 5 yang
termasuk dalam kelompok kedua antara lain : mu’adz ibn jabal, mu’awiyah, sai’id ibn
al-musayyab dan masruq44.
Pemandangan ini menurut nurcholish Madjid menjelaskan bahwa para ulama
terdahulu masih mencari jalan alternatif dalam kaitannya dengan agama lain. Salah
satu buktinya lanjut nurcholish madjid dalam hukum ynag berkaitan dengan agama
lai, seperti waris beda agama, selalu ada pelbagai pandangan yang menegaskan
adanya perbedaan cara pandang terhadap agama lain. Namun yang tersosialisasi
kadangkala hanya pandangan mayoritas (al-jamahir), sedangkan pandangan ulama
minoritas yang membela hak-hak non-muslim cenderung dilupakan atau dihilangkan
begitu saja. Pandangan kelompok kedua yang memberikan ruang waris beda agama
merupakan upaya ijtihadi yang perlu diapresiasi, kerena mereka mau mengakomodasi
non-muslim. dan mereka mempunyai landasan normatif ynag sangat kuat.
Dalam pandangan yang lebih jauh hal-hal yang dilarang dalam hak waris
bukan merupakan hal yang baku dan absolut sewaktu-waktu hukum tersebut bisa
berubah sesuai dengan konteks yang berbeda. Dulu, tatkala hukum waris ini turun
memang harus diakui adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap non-muslim.
44Ibid., h. 166.
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Yang terjadi sebenarnya bukan hanya perbedaan agama, melainkan perbedaan
kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas muslim dan non-
muslim.
Sikap tersebut telah ditunjukan oleh Umar ibn-khattab, tatkala Hudzayfah dan
thalhah menikahi ahli kitab. Umar berkata dengan bijak “saya tidak melarang
pernikahan tersebut, tapi saya hanya khawatir dan takut…” Ucapan umar ibn khattab
ini sebenarnya bukan sebagai “fatwa keagamaan “, akan tetapi lebih tepat bila disebut
sebagai sikap politis, demikian penjelesan nurcholish madjid.45
Lebih jauh nurcholish Madjid menjelaskan bahwa dalam pandangan yang
lebih mendasar ayat yang digunakan para ulama fiqhi diatas merupakan ayat yang
tidak menunjuk langsung pada pengharaman mewarisi beda agama, melainkan hadist
yang bersifat umum. Karenanya ayat tersebut tidak bisa secara serta-merta bisa
dijadikan landasan untuk melarang mewarisi beda agama. Dalam banyak ayat, tuhan
justru mengakomodasi agama-agama langit (Kristen, Yahudi dan shabiah) dan
mereka yang beramal shaleh mereka pun akan mendapatkan surga di hari kiamat
nanti. Dengan demikian tegas nurcholish majid bahwa sejatinya hukum waris harus
dikembalikan pada semangat awalnya yaitu dalam konteks keluarga, keturunan
(nasab) dan menantu apapun agamanya, yang menjadi tujuan utama dalam waris
adalah mempererat hubungan keluarga, dan logikanya, bila Islam menghargai agama
45Ibid., h. 167.
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lain dan mempersilahkan pernikahan dengan agama lain, maka secara otomatis waris
beda agama diperbolehkan.
Sedangkan hadist yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam
semangat zamannya, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain
(kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non-muslim dalam keadaan normal dan
kondusif, maka menurut nurcholish madjid secara otomatis matan hadist tersebut
tidak bisa digunakan.
Berdasarkan uraian di atas maka intinya, nurcholish madjid DKK berpendapat
bahwa hukum waris beda agama diperbolehkan. Nurcholish madjid dalam metode
istinbath hukumnya menggunakan al-qur’an pada surah/4 Al-Baqarah ayat 62 dan
ayat sejenisnya pada al-Qur’an . Dalam surah ke- 2 ayat 62 allah swt berfirman :
                      
                     

.Terjemahnya:
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani
dan orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman
kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala
dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, dan tidak (pula)
mereka bersedih hati.
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Menurut nurcholish madjid ayat ini menunjukan bahwa surga itu bukan
monopoli orang yang menamakan dirinya Islam. Karena siapa saja yang beramal
saleh maka ada peluang masuk surga. Ayat ini juga mengisyaratkan bahwa perbedaan
agama tidak bisa dijadikan sebagai dasar perbedaan dalam penilaian tuhan. Karena
tidak adil bila perbedaan agama dijadikan dasar untuk menghalangi waris mewaris.
Tuhan menilai manusia dalam tiga aspek, pertama, beramal kepada Allah, kedua
beriman pada hari kemudian dan ketiga beramal shaleh.
Merupakan kewajiban bagi para ahli waris, selain mengurus, memandikan,
memberi kain kafan, menshalatkan, serta menguburkan jenazah. Pewaris, juga harus
bertanggung jawab dalam menunaikan segala wasiat, pembayaran hutang serta
pembagian warisan secara adil diantara mereka. Allah swt. telah menetapkan tata cara
pembagian warisan ini di dalam Al-Qur’an secara detail, agar tidak ada ahli waris
yang terdzalimi dalam menerima hak warisannya, dan agar semua ahli waris dapat
menerima secara ikhlas ketetapan pembagian tersebut, karena yang menetapkan
adalah Allah yang Maha Mengetahui dan Maha Adil.
Banyak sekali perselisihan yang terjadi dikalangan masyarakat akibat
pembagian warisan yang tidak adil. Hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan
yang dimiliki oleh masyarakat tentang pembagian harta waris secara Islami. Banyak
masyarakat awam enggan menggunakan hukum waris yang sesuai dengan Al-Qur’an,
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karena masyarakat masih banyak yang menggunakan hukum atau tata cara
pembagian harta waris sesuai dengan adat, tradisi atau budaya tradisional.
Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja
di dunia ini. Corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau
daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum pewarisan di daerah itu. Dasar pokok
dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur’an
dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat indonesia.
Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian
warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga
yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Naluriah manusia yang menyukai harta benda
tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk
mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan
pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia,
hingga saat ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan
agama maupun pengadilan negri, menunjukan fenomena ini.
Kematian seseorang sering berakibat timbulnya silang sengketa dikalangan
ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi,
bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah
ditetapkan. Perbedaan agama sangat memungkinkan terjadinya sengketa waris, sebab
dalam Islam, mayoritas ulama’ telah mengambil suatu pendapat, bahwa ahli waris
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yang berbeda agama dengan pewaris tidak bisa mendapatkan harta waris (terhalang),
namun ada sebagian ulama’ yang memperbolehkannya melalui jalan wasiat wajibah.
Secara bahasa warisan berasal dari warosa yang berarti, mengganti, memberi,
mewarisi. Sedangkan secara istilah hukum kewarisan adalah hukum pembagian
warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk
setiap yang berhak. Dalam redaksi yang lain, Hasby Ash-Siddieqie mengemukakan
pewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan yang
tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.
Berbeda dengan dua definisi di atas, Wirjono Prodjodikoro menjelaskan warisan
adalah “soal apa dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang
kekayaan seseorang pada waktu meninggal akan beralih kepada orang lain yang
masih hidup”. Hukum pewarisan, sering disebut dengan Faraid’. Lafadz faraidh
(ِﺾﺋََﺮﻔﻟا),sebagai jamak dari lafadz faridhah(ﺔﻀﯾﺮﻓ),oleh ulama Faradhiyunmafrudhah
(ﺔﺿوﺮﻔﻣ), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Adapun
lafadz al-Mawarits (ﺚﯾراﻮﻤﻟا) merupakan jamak dari lafadz mirats (ثاﺮﯿﻣ). Maksudnya
adalah diartikan semakna dengan lafadz.
 ُهُﺮْﯿَﻏ ﺎَﮭَﺛَزَوَو ُﺖﱢﯿَﻤْﻟا ﺎَﮭََﻔﻠَﺧ ِﻲﺘﱠﻟا ُﺔَﻛْﺮﱢﺘﻟا
“Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mati dan di warisi oleh yang lainnya
(ahli waris)”.
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Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu faraidh atau
fiqhi Mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal pemindahan harta
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik
mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta
peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian
pembagian harta peninggalan tersebut. Beberapa ayat dan hadits mengenai kewarisan
yaitu sebagai berikut, Q.S. An-Nisaa/4: 7 sebagai berikut:
                    
         
Terjemahnya:
bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan
kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan
ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah
ditetapkan.
Dan adapun Hadist Nabi Saw Yang artinya :
Pelajarilah oleh kalian Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, dan
pelajarilah ilmu fara’id dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena Aku adalah
manusia yang bakal terenggut kematian, sedangkan ilmu akan dihilangkan.
Hampir dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak
mendapatkan seorangpun yang dapat memberi fatwa kepada mereka” (riwayat
Ahmad, Al-Nasa’i, dan Al- Daruqutni).
Penyebab dan penghalang saling mewarisi. Sebab-sebab saling mewarisi
dalam Islam adalah :
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1. Al- Qarabah (Pertalian darah)
2. Al-Musaharah (hubungan perkawinan)
3. Al-Wala (memerdekakan hamba sahaya).




a. Pewaris Beda Agama.
Yang dimaksud berbeda agama di sini adalah antara orang Islam dan non-
Islam. Perbedaan agama yang bukan Islam (misalnya orang kristen dan Budha) tidak
termasuk dalam pengertian ini. Dasar hukum berbeda agama sebagai penghalang
saling mewarisi adalah sebagai berikut :
“ Orang Islam tidak berhak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak
berhak mewarisi harta orang Islam”. (riwayat Bukhori dan Muslim).
“Tidak dapat mewarisi antara dua orang pemeluk agama yang berbeda-
beda”. (riwayat Ashab al-Sunan).
Kedua hadits tersebut dikuatkan oleh firman Allah Swt dalam surah An-Nisa’ yang
artinya:
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“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan suatu jalan bagi orang-orang
kafir (untuk menguasai orang mu’min)”.
Selain hadits dan ayat di atas, Nabi Muhammad SAW mempraktekkan
pembagian warisan, bahwa perbedaan agama menyebabkan antara mereka tidak bisa
saling mewarisi. Yaitu pada saat Abu Thalib meninggal dunia sebelum masuk Islam,
meninggalkan empat orang anak, Uqail, dan Talib yang belum masuk Islam, dan Ali
serta Ja’far yang telah masuk Islam. Oleh Rosulullah Saw. Harta warisan diberikan
kepada Uqail dan Talib. Ini menunjukan bahwa perbedaan agama menjadi
penghalang untuk bisa mewarisi.
Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli waris
beda agama, menurut Pengadilan Agama Jakarta; “ahli waris yang berbeda keyakinan
dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris.” seperti yang telah
dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Sedangkan ayat-ayat hukum tentang
wasiat wajibah telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris maupun oleh hadits Nabi Saw.
Berdasarkan pertimbangan ini PA Jakarta menetapkan untuk tidak memberikan hak
waris kepada ahli waris beda agama.
Pendapat ibn Hazm mengatakan wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk
kaum krabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan. Berawal dari pemikiran ibn
Hazm, maka muncul wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak
dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak si pewasiat, akan
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tetapi penguasa atau hakim sebagai aparat negara mempunyai wewenang untuk
memaksa atau memberikan putusan wasiat wajibah kepada kaum krabat tertentu. Hal
itu telah dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No.
51.K/AG.1999. Wasiat wajibah yang diberikan Mahkamah Agung tersebut adalah
untuk saudara kandung non muslim. Padahal, wasiat wajibah dalam Kompilasi
Hukum Islam dianalogikan kepada anak angkat dan orang tua angkat. Sedangkan
perbedaan agama tetap merupakan salah satu penghalang untuk dapat saling
mewarisi. Setelah diteliti dari data-data yang telah dikumpulkan, Mahkamah Agung
memberikan wasiat wajibah kepada saudara kandung non muslim berdasarkan
pemahaman Al-Quran surah Al-Baqarah /2:180 sebagai berikut:
                        
           
Terjemahnya:
diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda)
maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan
karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang
bertakwa.
Pertimbangan lainnya mengenai hukum waris ini, yaitu untuk menjaga
keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial masyarakat Indonesia
yang pluralitas yang terdiri dari berbagai etnis dan keyakinan. Serta kemaslahatan
untuk memenuhi rasa keadilan. Pemberian wasiat wajibah kepada saudara kandung
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non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum
Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya, ahli waris non muslim tetap sebagai
orang yang terhalang untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan saudara
kandungnya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum Islam
tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum
Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.
Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat bahwa, ahli waris yang
berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat
wajibah. Sedangkan nasakh-mansukh ayat wasiat dengan waris, berlaku untuk
sementara waktu. Ketika ayat hukum yang dinasakh tersebut dapat membawa
kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka hukum
tersebut berlaku kembali. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas masyarakat
Indonesia yang beragam, pemerintah beserta ulama’ berupaya untuk mendukung
berlakunya wasiat wajibah demi terciptanya kemaslahatan dan kedamaian, khususnya
dalam sebuah keluarga. Sesuai dengan ungkapan “kebijakan seorang pemimpin
terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya.”
Pengertian wasiat wajibah sendiri adalah “tindakan yang dilakukan oleh
penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan
wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu
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dalam keadaan tertentu. Yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang
mempunyai pertalian darah, namun oleh nash tidak diberikan bagian”.
Beberapa dasar hukum yang menghalangi pembagian harta warisan terhadap
keluarga yang berbeda agama.
a. Al-Qur’an.
Q.S. An-Nisa/4: 11 sebagai berikut:
                  
                     
                 
                 
                   
 
Terjemahnya:
Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.
Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempua dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi
mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu
seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa,
bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang
meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai
anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat
seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat
yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan
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anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat
(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
Dan surah An- Nisa/4: 141 Sebagai berikut:
                    
                    
                    
Terjemahnya:
(yaitu) orang-orang yang menunggu-nunggu (peristiwa) yang akan terjadi pada
dirimu (hai orang-orang mukmin). Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari
Allah mereka berkata: "Bukankah Kami (turut berperang) beserta kamu ?" dan
jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan (kemenangan) mereka berkata:
"Bukankah Kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang
mukmin?" Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat
dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk
memusnahkan orang-orang yang beriman.
b. Hadis rasul.
Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya nabi Saw bersabda: “Orang Muslim
tidak (boleh) mewarisi orang Kafir, dan orang Kafir tidak (boleh) mewarisi orang
Muslim” (HR. muttafaq alaih).
Dari Abdullah bin Umar r.a., dia berkata: Rasulullah Saw bersabda: “tidak
ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)”(HR. Ahmad, imam
empat dan Turmudzi).
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Berdasarkan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2005
musyawarah nasional VII tentang waris beda agama. Dengan bertawakkal kepada
Allah Swt. ditetapkan bahwa:
1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-
orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);
2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan
dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Berpedoman pada firman Allah, hadits Rasulullah, dan keputusan fatwa MUI.
Kami dapat menarik kesimpulan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan
pewarisnya tidak akan mendapatkan bagian seperti saudaranya yang muslim. Namun
dalam hal ini ahli waris yang beda agama hanya akan diberikan harta dalam bentuk
hibah atau hadiah. Karena sudah jelas bahwa ahli waris yang beda agama tidak bisa
mendsapatkan harta waris (terhalang).
B. Tinjauan Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Harta Warisan Terhadap
Keluarga Berbeda Agama.
Peradilan agama merupakan penjabaran lebih lanjut dari aktivitas keulamaan
dalam memberi layanan agama kepada masyarakat islam. Kenyataan demikian
mewarnai pikiran para pelaku pemerintah sehingga peradilan diperankan melintas
pada masa sistem ketatanegaraan kesultanan. Peradilan agama diletakkan lembaga
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yudikatif. Sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintahan, peradilan agama juga
harus bertanggung jawab terhadap seluruh aspek penegakan hukum Islam melalui:
(1) reintroduksi Islam yang dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran
agar masyarakat bertingkah laku menurut hukum melalui jalan dakwaah
(2) Hukum materiil yang menjadi substansi transformasi intektual pada tiap
lembaga pendidikan Islam
(3) penyelenggaraan hukum keluarga
(4) layanan fatwa hukum
(5) manajemen harta agama.
Kesemuanya itu menunjukan beban yang yang dipangku lembaga peradilan
agama. 46 Peradilan agama dapat dipandang sebagai suatu gejala keislaman karena
mampu mengungkapkan banyak aspek kehidupan yang ada di dalam masyarakat
seperti dijumpai pada masa sebelum tahun 1957. Peradilan agama menerima
kapasitas sebagai tonggak penegak hukum Islam di dalam dan di luar pengadilan.
Para qadi dalam lembaga tersebut adalah ulama dan pemimpin karismatik masyarakat
yang dianggap sebagai sumber alternatif untuk memecahkan permasalahan sosial.
Mereka memantulkan refleksi karismatik tanpa dipengaruhi stratifikasi sosial yang
melingkarinya. Lahirnya teori receptie- sebuah teori iblis menurut Hazairin47
46 IAIN Syarif Hidayatullah, Studi mengenai Peradilan Agama (Jakarta:1987), h. 291.
47Hazairin, Hukum kewarisan bilateral (Jakarta: 1988), h. 46.
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Turut melahirkan rechtskeuze dalam suatu perselisihan antar stelsel hukum
seperti yang dimuat dalam selubung pasal 75 RR 1985, Pasal 134 IS 1925, Stbl. 1937
No. 116 dan 638, serta berasal dari persentuhan wewenang hukum peradilan agama
dengan politik hukum kolonial.48
Penerapan hukum perdata belanda di Indonesia pada zaman kolonial melalui
jalan konkordansi melahirkan perbedaan golongan warga Negara, seperti bumi
putera, timur asing dan golongan eropa. Jika penggolongan itu dilihat secara tajam
maka cenderung mengalir melalui faktor pelapisan masyarakat produk konial.
Kenyataan demikian secara tidak langsung menampakkan adanya asas personalitas
keturunan yang menjadi ukuran perbedaan tersebut. Pemanfaatan paham asas itu
tampaknya berkelanjutan dalam sistem hukum nasional setelah disaring dengan jiwa
dan semangat UUD 1945. Asas personalitas yang dibicarakan lebih lanjut dalam
tulisan ini dicirikan oleh faktor keislaman sehingga disebut dengan asas pesonalitas
keislaman.
UUPA Mengatur faktor keislaman itu dilekatkan pada dua kategori, yaitu
pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di pengadilan agama dan
pada pokok sengketa/perkara.
Tentang kategori yang pertama :
1. Di dalam pasal 1 angka 1 UUPA Disebutkan bahwa peradilan agama
adalah peradilan orang-orang yang beragama Islam.
48Abdul Gani Abdullah, pengantar kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia
(Jakarta : Gema insane press 1994), h. 35.
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2. Di dalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah
satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan
yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur
dengan undang-undang.
3. Di dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan memutuskan, dan menyelesaikan
perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama
Islam
4. Di dalam penjelasan umum angka 2 alenia ketiga mengulangi isi pasal
49 (1)-nya.
5. Di dalam pasal 66 ayat 1 diatur bahwa seorang suami yang beragama
Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan







Setelah menguraikan panjang lebar tentang “Analisis Asas personalitas
keislaman terhadap pembagian harta warisan keluarga yang berbeda agama”, maka
dalam bab ini penulis akan menarik beberapa konklusi, yaitu sebagai berikut:
1. Masalah warisan antarumat beragama cukup kontroversial. Sebagian
ulama tidak membolehkan muslim mewarisi harta peninggalan dari
keluarganya yang bukan muslim, begitupun sebaliknya, namun, sebagian
ulama lain justru membolehkan.













Berdasarkan pada judul skripi ini, maka penulis akan menguraikan bebarapa
saran yang dianggap perlu, yaitu sebagai berikut:
a. Perlunya memberikan pendidikan bagi Masyarakat yang mencakup
pembekalan mereka dengan pengetahuan-pengetahuan dasar mengenai
Pembagaian harta warisan terhadap keluarga beda agama.
b. Untuk merealisasikan keadilan Pembagian harta warisan terhadap
keluarga yang beda agama , antara Islam dan Non-Muslim dalam bidang
Warisan, hendaknya diupayakan untuk meminimalisir bentuk diskriminasi
Pembagian harta warisan beda agama, serta adanya pemberian ruang-
ruang  kepada Non- Muslim untuk terlibat  dalam proses-proses
Pembagian harta warisan beda agama.
